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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah mengupayakan 

perlindungan melalui keamanan data pribadi sertipikat tanah elektronik 

melalui pengelolaan sistem elektronik pendaftaran tanah yang sesuai 

dengan perintah Pemerintah yaitu Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang diperbaharui dengan 

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan 

Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sertipikat 

elektronik telah disertai dengan tanda tangan elektronik, kode hash yang 

bertujuan untuk menegaskan keotentikannya, serta kode QR yang 

memfasilitasi verifikasi instan melalui proses pemindaian. Keseluruhan 

elemen ini mendapat jaminan keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara 

(BSSN). Melalui penguatan keamanan arsip pertanahan dapat mengurangi 

risiko peretasan oleh hacker, hilangnya data, kerusakan, serta pemalsuan 

sertipikat elektronik. Selain itu, sertipikat elektronik bisa dicadangkan jika 

dibutuhkan, mengingat arsip-arsip sertipikat tanah yang berbasis elektronik 

disimpan dalam blok data yang telah dienkripsi dan dicadangkan secara 

rutin di Data Center serta Disaster Recovery Center milik Kementerian 

ATR/BPN. Namun tetap terdapat tantangan dalam implementasinya yaitu 

berupa keterbatasan infrastruktur digital dalam layanan dan terkendala 
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sumber daya manusia yang kurang optimal dalam pelaksananaan digitalisasi 

pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

B. Saran  

Penulis menyarankan perlu dilakukan pemerataan pembangunan 

infrastruktur untuk mendukung akses teknologi, informasi, dan komunikasi 

salah satunya dengan perbaikan basis data di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. Selain itu perlu adanya pelatihan rutin untuk penyelenggara 

sistem elektronik pendaftaran tanah. Upaya ini bertujuan untuk 

mewujudkan implementasi sertipikat elektronik yang semakin mendukung 

digitalisasi serta menambah kepercayaan masyarakat untuk segera 

mendaftarkan sertipikat elektronik. 
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Lampiran 1. Surat Izin Riset/Penelitian ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar 
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Lampiran 2. Surat Pernyataan telah melaksanakan penelitian di Kantor  

Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 
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Gambar 2. Wawancara dengan Manager Loket Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar 

 

 

 

 

 


